BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan mengenai Peran terhadap keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu

Lintas.

1.

Pada permasalahan keberadaan Supeltas di Kota Surabaya, dapat diambil
kesimpulan bahwa Penegakan hukum terhadap keberadaan Supeltas di
Kota Surabaya terdapat Perda No.2 Tahun 2020 yang menjelaskan
dimana keberadaan Supeltas di Kota Surabaya dilarang dan diatur dengan
cara tertulis serta terdapat sanksi apabila terdapat pelanggaran, yang
dilakukan dengan cara-cara humanis yaitu tidak memberikan teguran
lisan dan atau penertiban kepada Supeltas, melainkan hanya melakukan
penertiban kepada Supeltas yang dianggap meresahkan pengendara
berdasarkan laporan dari masyarakat. Kendala dalam penegakan hukum
terhadap Supeltas di Kota Surabaya antara lain adalah karena sudah jelas
terdapat aturan yang mengatur keberadaan Supeltas serta sanksi yang
dalam hal ini adalah sanksi administrasi atau sanksi pidana, dimana sudah
tertulis jelas bahwa keberadaannya dilarang akan tetapi terdapat pihak
yang di izinkan untuk beroperasi sehingga penegak hukum yang tidak
secara tegas menerapkan sanksi kepada Supeltas. Pihak yang yang
seharusnya berwenang seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
yang melimpahkan bahwa penertiban adalah Dinas Perhubungan Kota
Surabaya, disini terlihat bahwa instansi tersebut tidak memiliki
pemahaman terkait pengaturan Supeltas, sehingga saling lempar
tanggung jawab.

Pada permasalahan keberadaan Supeltas di Kabupaten Sidoarjo, terdapat
Pasal 22 Perda Kab.Sidoarjo No.10 Tahun 2013 hanya menyebutkan
bahwa berkewajiabnnya bagi setiap orang atau sekelompok untuk
menciptakan, memelihara serta melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
Serta terdapat terdapat sanksi yang dapat diberikan berupa teguran oleh
pihak yang berwenang. Tetapi pengaturan Supeltas di Kabupaten
Sidaorjo masih kurang jelas dan tidak efektif karena ruang lingkup Perda
No. 10 Tahun 2013 tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan
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yang lebih tinggi. Keberadan Supeltas di Sidoarjo tergolong bebas tidak
terdapat larangan atau pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja.
Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
juga perlu dilakukan agar Perda yang mengatur ketertiban dan
ketentraman tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh saran yang dapat
membantu menyelesaikan masalah kehadiran Supeltas adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Supeltas Kota
Surabaya diharapkan untuk tidak menerima surat izin dari pihak
kepolisian yang mana hal tersebut bukan kewenangannya dan melanggar
peraturan yang berlaku yaitu Perda kota Surabaya No.2 Tahun 2020.
Selanjutnya diharapan kepada Supeltas Kabupaten Sidoarjo apabila tetap
ingin melakukan pekerjaan tersebut, agar memakai atribut Supeltas pada
umumnya seperti menggunakan rompi neon dan tongkat lampu serta
menerima upah yang pengendara berikan dengan ikhlas dengan tidak
mempriorotakan yang memberi saja.

2. Ditujukan Kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan
Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo agar pemberian sanksi
administrasi berupa teguran lisan dan atau penertiban agar sebaiknya
tetap dilakukan pada saat melakukan patroli. Hal tersebut tidak semerta-
merta langsung menertibkan secara paksa, melainkan dengan diberikan
teguran Supeltas mengerti bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar
aturan tentang ketertiban umum.

3. Ditujukan kepada Kepolisian Kota Surabaya yang telah memberi izin
Keberadaan Supeltas, agar tidak melakukan Tindakan tersebut, karena
nantinya akan menimbulkan pembodohan publik, karena hal yang
dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



